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KOMPARASI PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI’'| DAN MADZHAB
HANAFI TERHADAP PERSETUJUAN WALI DALAM PERNIKAHAN
ANAK PEREMPUAN

ABSTRAK
Triana Ayu Budi Tegawati
NIM. 1617304037

Program Studi Perbandingan Madzhab
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saefudin Zuhri Purwokerto

Pernikahan menurut Undang-Undang No 16 tahun 2019 adalah ikatan lahir
dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dikatakan sah secara agama Islam salah
satunya adalah adanya wali. Persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan
merupakan sebuah keharususan. Bagi banyak pihak restu orang tua dalam prosesi
pernikahan juga ditempatkan dalam posisi yang luhur seperti sungkem dan
meminta doa sekaligus restu. Jauh sebelum acara pernikahan dilaksanakan
maupun sebelum acara pernikahan itu digelar. Madzhab Syaf’i dan madzhab
Hanafi memiliki perbedaan dan persamaan pendapat terhadap persetujuan wali
daam pernikahan anak perempuan, Madzhab Syafi’i mengharuskan adanya
persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan. Sedangkan madzhab Hanafi
tidak mewajibkan adanya persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan.

Tujuan penlitian berfokus pada komparasi pemeikiran madzhab syafi’i dan
madzhab Hanafi terhadap persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan
dengan menggunakan metode penilitian kepustakaan yang bersifat kualitatif
menggunakan pendektan normatif. Penelitian skripsi ini diolah dengan teknik
pengumpulan data dokumentasi,yakni dengan cara mengumpulkan dan
mempelgari langsung kitab-kitab atau buku-buku karya tokoh yang diteliti.
Kemudian data dianalisis mengena masalah yang berkaitan dengan persetujuan
wali dalam pernikahan, mengali perbedaan dan persamaan pandangan madzhab
Syafi’i dan madzhab Hanafi terhadap persetujuan wali dalam pernikahan, dan
mengambil sebuah kesimpulan dari pandangan dari dua madzhab tersebut.

Hasil penditian menyimpulkan bahwa madzhab Syafi’i menyatakan
persetujuan wali dalam pernikahan merupakan keharusan (wgjib) kecuali dalam
pernikahan seorang janda madzhab syafi’i tidak mewajibkan persetujuan wali.
Sedangkan madzhab Hanafi tidak mensyaratkan adanya persetujuan wali dalam
pernikahan asalkan antar calon pasangan pernikahan sekufu, akan tetapi madzhab
Hanafi juga mensyaratkan adanya persetujuan wali jika calon pasangan
pernikahan tidak sekufu (sepadan). Dasar hukum yang digunakan madzhab Hanafi
adalah nash a-Quran surat a-Bagarah ayat 232 : “Maka janganlah kamu (para
wali) menghalangi kawin lagi dengan bakal suaminya”.

Kata Kunci: Persetujuan pernikahan, madzhab Syafi’i dan madzhab Hanafi.



COMPARATION OF THE THINKING OF THE SYAFI'l AND HANAFI
MADZHAB TOWARD THE APPROVAL OF THE GUARDIANSIN
WOMEN'SMARRIAGE

ABSTRACT
Triana Ayu Budi Tegawati
NIM. 1617304037

Madzhab Compar ative Study Program
Faculty of Sharia, UIN Prof. K.H. Saefudin Zuhri Purwokerto

Marriage according to Law No. 16 of 2019 is a birth and mind between a
man and a woman as husband and wife with a happy and eternal marriage based
on the Supreme Godhead. Marriage is said to be legal in Islam, one of which is
the presence of a guardian. The consent of the guardian in a daughter's marriage is
amust. For many parties, the blessing of parents in the wedding procession is aso
placed in a noble position such as sungkem and asking for prayers as well as
blessing. Long before the wedding was held or before the wedding was held. The
Shafi'i school and the Hanafi school have differences and similarities of opinion
on the consent of the guardian in the marriage of a girl, the Shafi'i school agrees
on the consent of the guardian in the marriage of a girl. While the Hanafi school
does not require the consent of the guardian in the marriage of girls.

The purpose of this study focuses on a comparison of the thoughts of the
Shafi'i and Hanafi schools on the consent of the guardian in the marriage of girls
by using a qualitative literature research method using a normative approach. This
thesis research is processed with documentation data collection techniques,
namely by collecting and studying directly the books or books by the characters
under study. Then the data was analyzed regarding issues related to the approval
of the guardian in marriage, exploring the differences and similarities in the views
of the Shafi'i and Hanafi schools of the approval of the guardian in marriage, and
drawing conclusions from the views of the two schools.

The results of the study concluded that the Shafi'i madhhab stated that the
guardian's approval in marriage was a must (mandatory) except in marriage a
Shafi'i madhhab widow did not approve the guardian’s approval. While the Hanafi
school does not require the approval of the guardian in marriage as long as it is
between prospective marriage partners, the Hanafi school also requires the
approval of the guardian if the prospective marriage partner is not equal. The legal
basis used by the Hanafi school is the text of the Qur'an in the letter al-Bagarah
verse 232: "So do not hold back from marrying your future husband."

Keywords: Marriage approval, the Shafi'i school and the Hanafi school.
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“Tidak ada nikah melaikan dengan wali"*

! (Riwayat. Abu Daud, HR. Ahmad Tirmidzi, Ibnu Hiban, dan Hakim ).
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Puji dan rasa syukur ini, penulis haturkan kepada kehadirat Allah SWT yang
selalu menyertai penulis dalam setiap langkah kebaikan, sehingga skripsi ini dapat
penulis selesaikan, dengan hati yang tulus buah karya yang sederhana ini penulis
persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Suyatno dan Ibu Sutrisni berkat do’a
dan dukungan serta keikhlasannya mencurahkan kasih sayang, motivasi yang tek
henti-hentinya kepada putramu ini, semoga ayah dan ibu selalu ada dalam
lindungan-Nya dan selalu diberi kesehatan, Amin.

Keluarga besar penulis Triana Ayu Budi Tejawati yang selalu memberikan
semangat dorongan motivasi agar segera menyelesaikan studinya. Berkat
dukungannya, penulis selalu berambisi untuk menyelesaikan studi ini secepat dan
setepatnya. Sampal pada akhirnya penulis dapat mewujudkan keinginan kita
semua.

Sahabat-sahabat seperjuangan organisasi intra maupun ekstra kampus
susah senang bersama sudah kita jalani. Semoga kekeluargaan yang sudah kita
bangun dari awal akan selalu terjaga sampa kapan pun. Semoga kita semua

menjadi orang sukses dikemudian hari. Amin.

viii



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan ahamdulillah, penulis panjatkan puji  syukur

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada setiap
pencipta-Nya, sehingga dengan bekal kemampuan yang minim penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad

SAW yang telah mendidik manusia dari jaman jahiliyah menuju jaman islamiyah.

Berkenaan dengan selesainya skripsi penulis menyadari banyak pihak yang

terlibat dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena

itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1

Dr. K.H. Moh Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.
K.H. Saefudin Zuhri Purwokerto .
Dr.H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto;

Khoirul Amru Harahap, Lc.,M.H.I, Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab
Universitas Isslam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saefudin Zuhri Purwokerto .
Khoirul Amru Harahap, Lc.,M.H.l, Selaku Dosen Pembimbing yang
senantiasa sabar dalam memberikan ilmu, motivasi dan bimbingan serta
arahannya sehingga skripsi ini bisaterselesaikan dengan baik.

Segenap Dosen dan Staf Administrass Fakultas Syariah keguruan
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saefudin Zuhri Purwokerto .
Kedua orang tua tercinta,Bapak Suyatno dan Ibu Sutrisni.serta kedua
kakak saya Purnomo Budi Krisnanto dan Fgjar Dwi Sulistiono. serta
segenap keluarga lainnya yang telah memberikan segala do’a, dukungan
dan kasih sayang tiada henti.

Sahabat seperjuangan jurusan perbandingan madzhab IAIN Purwokerto
angkatan 2016.

Sahabat seperjuangan organisas intra maupun ekstra kampus yang sudah
bertukar cerita memberikan pengalaman yang sangat berharga.

Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah

membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.



Tak adakata lain yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa
terimakasih, melainkan do’a semoga amal baik dan segala bantuan yang telah
diberikan kepada penulis mendapat imbalann yang lebih dari Allah SWT.

Amin.

Purwokerto,... Agustus 2021
Saya Y ang Menyatakan,

Triana Ayu Budi T awati
NIM. 1617304037




PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Tranditeras kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987
tangga 10 September 1987 tentang pedoman trandliterasi Arab-Latin dengan

beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

| Alif tidak dilambangkan | tidak dilambangkan

o Ba B Be

o Ta T Te

& sa S es (dengan titik di atas)

c Jm J Je

c ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh ka dan ha

5 Da D De

5 Zal 74 zet (dengan titik di atas)

y Ra R Er

¥ Za Z Zet

x Sin S Es

G Syin Sy esdan ye

> sad S es (dengan titik di bawah)
o dad d de (dengan titik di bawah)
L ta t te (dengan titik di bawah)
5 za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘AN Tk I komaterbalik keatas

¢ Gan G Ge

o Fa F Ef

3 Qaf Q Ki

4 Kaf K Ka

J Lam L El

. Mim M Em

B Nun N En

Xi




3 Wawu w We
2 Ha H Ha
. Hamzah ' Apostrof
< Ya Y Ye
2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Voka tungga bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harakat, trandliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
g fathah A A
—Zin Kasrah I I
= damah U U
Contoh: -kataba &4l - yazhabu
-fa‘ala —su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, trandliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan | Nama Gabungan Nama
Huruf - Huruf
N Fathah danya | Al adani
- Fathah dan | Au adanu
£ wawu
Contoh: <X - kaifa Js —haula
3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
trandliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Huruf dan | Nama
Tanda
; A adan garis di
g fathah dan alif | A oo
= i dan garis di
T Kasrahdanya | I atos
e damah dan 0 u dan garis di
P wawu atas
Contoh:
- gala Ji-qila
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- rama Js& —vyaqalu
4. TaMarbitah

Trandliterasi untuk ta marbdtah ada dua:
1) Ta marbatah hidup

ta marbdtah yang hidup atau mendapatkan harakatfathah, kasrah dan
dammah, trandliterasinya adalah /t/.
2) Ta marbatah mati

Ta marbitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah /h/.
3) Kaau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbdtah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

makata marbatah itu ditrandliterasikan dengan ha (h).

contoh:
JUb 1 1oy, Raudah al-Atfal
5y5al) 2l al-Madinah al-Munawwarah
b Talhah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam trandliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
- rabbana
— nazzala
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu , namun dalam trandliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuiti
huruf gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang

diikuti oleh huruf syamsiyyah ditrandliterasikan sesuai dengan bunyinya,
yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itul.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah, ditrandliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesual dengan bunyinya.
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Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan
tanda sambung atau hubung.

Contoh:
- a-rajulu
- a-galamu
7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditrandliterasikan dengan apostrop.

Namun itu, hanyaterletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak
di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
Hamzah di awal s Akala
Hamzah di tengah 09y ta’khuz|ana
Hamzah di akhir ] an-nau’u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan
maka dalam tranditerasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua carg;
bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih
penulisan kataini dengan perkata.

Contoh:
% Yy : al-wilayah
5;\.455 A kafé’ah

9. Penulisan Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau mengucapkannya

R al-wilayah
selis” kafa’ah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan sesuatu dengan berpasang-pasangan, dan
menciptakan makhluknya dengan penuh kesempurnaan atau yang biasa
disebut ahsani takwim. Begitupun dalam penciptaan manusia, Allah SWT
menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan. Salah satu ketetapan Allah
SWT dalam mengaturi bumi ini adalah menciptakan manusia laki-laki dengan
manusia perempuan dalam hal ini dimaksudkan agar manusia dapat memenuhi
kebutuhan, merasa tentram, nyaman, dan damai dalam menjalin kehidupan di
duniaini serta dapat melanjutkan keturunanya.

Salah satu jalan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melanjutkan
keturunan manusia adalah dengan pernikahan, menurut Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagal suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa dan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan

! Perkawainan

wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
merupakan sunnatulah seperti penjelasan firman Allah dalam surat ar-Rum

ayat 21 di bawah ini.

'Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
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“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantra kamu rasa kasih sayang

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

bagi kaum yang berfikir”

Sesuai dengan fitrahnya, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, dalam
arti dia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan. Demikian
halnya antara pria dan wanita, mereka sama-sama saling membutuhkan.
Daam da-Qur’an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup
berjodoh adalah naluri segalamahluk Allah, termasuk manusia.*

Agama Islam mengisyaratkan nikah sebagai satu-satunya bentuk hidup
secara pasangan yang dibenarkan yang kemudian dianjurkan untuk
dikembangkan daam pembentukan keluarga Melalui lembaga nikah,
kebutuhan naluriah manusia (yang mengharuskan dan mendorong adanya
hubungan antara pria dan wanita) tersalurkan secara hormat sekaligus
memenuhi panggilan watak kemasyarakatan dari kehidupan manusia itu
sendiri dan panggilan moral yang ditegakkan oleh agama.® Pendapat diatas
kurang lebih menjelaskan kesempurnaan beragama salah satunya adalah

dengan menikah.

19.

!Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fikih Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009), him 39.
“Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), him



Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat
mencapainya melalui berkeluarga yang baik. Begitu juga dari segi ketentuan
bertambah dan berkesinambungan ama kebaikan dengan berkeluarga akan
terpenuhi. Dengan berkeluarga orang akan mempunyai anak dan dari anak
yang shaleh diharapkan mendapat amal tambahan di samping amal-amal
jariyah yang lain.® Pernikahan juga merupakan perjanjian yang suci dan kuat
untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan dalam membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, wa
rahmah.

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, perkawinan dalam Islam juga
mempunyai aturan-aturan tersendiri, karena pada dasarnya hukum itu identik
dengan rukun dan syarat. Rukun dan syaratlah yang menentukan sebuah
perbuatan itu sah atau tidaknya dari segi hukum. Dalam perkawinan rukun dan
syarat tidak boleh ditinggal, artinya perkawinan tidak sah bila antara rukun
ataupun syarat tidak lengkap.

Semua Ulama Mazhab berpendapat bahwa ijab dan gabul merupakan
salah satu syarat sah dalam pernikahan.” ljab dan Qabul merupakan sebuah
rangkaian dalam pernikahan yang biasa disebut akad. Pembahasan mengenai
akad nikah menurut Ibnu Rusyd dalam Bukunya “Bidayah al-mujtahid wa
Nihayah al-Mugtashid” meliputi beberapa hal yaitu: Pertama, Bentuk
persetujuan yang menyebabkan sahnya nikah, siapakah yang dianggap sah

persetujuannya? Kedua, Apakah akad nikah itu boleh dilakukan berdasarkan

3Abdurrahman Ghazaly, Figh Munakahat (Jakarta: K encana, 2003), him. 15-16
“Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab, alih bahasa Masykur dkk, cet. 27
(Jakarta:Lentera, 2011), him. 344.



pilihan atau tidak? dan ketiga, Apakah keterlambatan penerimaan (gabul) dari
salah satu pihak dibolehkan, atau harus segera.

Berkaitan dengan persetujuannya yang dianggap sah dalam pernikahan,
terdapat dua golongan. Petama, persetujuan kedua belah pihak yang hendak
melangsungkan pernikahan, yakni calon suami dan istri, baik bersama wali
atau tidak, bagi fugaha yang tidak mempersyaratkan persetujuan wali dan
persetujuan wanita yang dapat menguasai dirinya. Kedua, Persetujuan dari
wali sgja’

Persetujuan orang tua dalam pernikahan menjadi hal yang penting dan
substansial. Hal ini karena dalam melaksanakan sebuah pernikahan terdapat
salah satu syarat yakni adanya wali nikah, orang tualah yang nantinya akan
menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan. Orang tua mengenai
persetujuan pernikahan pada umumnya hanya merujuk kepada “ayah” saja.
Dikarenakan dalam perwaian, hanya Imam Abu hanifah dan para
pengikutnya yang membolehkan wanita dapat menjadi wali untuk dirinya
sendiri, baik wanita gadis maupun janda. Sedangkan madzhab Syafi’i dan
mayoritas ulama lainya berpendapat bahwawali itu adalah laki-laki.

Madzhab Syafi’i berpandangan bahwa bagi gadis dewasa dan berakal,
maka hak mengawinkannya ada pada wali,®wali nikah sendiri menurut
Madzhab Syafi’i adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan

diantaranya:’

®lbnu Rusyd, Bidayah al-Muijtahid wa Nihayah al-Mugtashid, aih bahasa Said, Zaidun,cet.
111 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), I1: 399.
®Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab,..., him. 374.
"Muhammad Jawad Al-Mughniyah, Figih Lima Madzhab.,..., him 222.



a. Bapak kandung

b. Kakek dari pihak laki-laki

c. Saudaralaki-laki kandung

d. Saudaralaki-laki sebapak

e. Anak laki-laki dari saudaralaki-laki kandung

f. Anak laki-laki dari saudaralaki-laki sebapak

g. Paman (saudara bapak yang laki-laki)

h. Anak paman yang laki-laki

i.  Mu’tiq (orang yang memerdekakan) kemudian asabah-nya.

Madzhab Syafi’i dan kebanyakan para ulama juga berpendapat bahwa
nikah tidaklah sah dengan cara dilaksanakan sendiri oleh wanita atau
wakilnya. Daud juga berpendapat bahwa nikah tersebut sah jika keadaan s
wanita janda (bukan perawan) serta batal jika wanita itu perawan. Seperti

hadis di bawah ini yang menerangkan batal nya nikah tanpa adanyawali :

8(0\.,:- o9 e dly o el o aooey )Yy o 0l

“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu’anhu
bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah
nikah kecuali dengan wali." (Riwayat Ahmad dan Madzhab perawi.
Hadits shahih menurut Ibnu a-Madiny, Tirmidzi, dan 1bnu Hibban).

masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, tetapi jika ia
janda maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita

janda tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita tidak boleh mengawinkan

8Madzhab Ibnu Hajar a-Asgalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam..., 1008



dirinya tanpa restu wali. Keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah
suatu yang pasti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh
wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut
kesepakatan ulama secara prinsip.

Sedangkan madzhab Hanafi, berpendapat bahwa seorang wanita yang
telah baligh dan berakal sehat boleh menikahkan dirinyatanpawali atau dalam
hal ini adalah (persetujuan orang tua), baik dia perawan maupun janda. Tidak
ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang
pilihannya, dengan syarat, calon suami-istri sekufu (mempunyai kedudukan
sedergjat).® Yang dimaksud dengan kufu berarti sama, sederajat, sepadan atau
sebanding. Sedangkan maksud kufu dalam perkawinan vyaitu laki-laki
sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam
tingkat sosial dan sedergjat dalam akhlak serta kekayaannya. beliau juga
berpendapat bahwa wanita yang baligh lagi berakal boleh menikahkan dirinya
dan anak perempuannya yang masih belum dewasa (kecil) dan dapat pula
sebagal wakil dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita itu ingin kawin dengan
seorang laki-laki yang tidak kufu, makawali dapat menghalanginya.'°

Disadari atau tidak pengetahuan tentang persetujuan wali dalam
pernikahan yang hanya berpedoman pada pendapat madzhab Syafi’i. Pendapat
mayoritas yang dianut oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, dimana
dalam pernikahan persetujuan wali merupakan hal yang wajib bagi seorang

gadis maupun janda yang akan melangsungkan pernikahan. Membuat

134.

®Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab,.., him. 377
%M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Figh, (Jakarta: Raja Grafindo Husada, 1997), him



masyarakat dewasa ini yang banyak melakukan praktik kawin lari. Rata-rata
kawin lari terjadi karena pihak keluarga tidak menyetujui terjadinya akad
nikah sehingga tak memberikan restu. “Kawin lari adalah perempuan yang
walinya, bisa ayah, paman, kakak laki-laki yang enggan menikahkan.
Sehingga kabur dan menggunakan wali hakim.

Fenomena di atas terjadi karena minimnya pengetahuan tentang wali
dalam pernikahan yang sebenarnya ada perbedaan pendapat antara madzhab
Syafi’i dan madzhab Hanafi mengenai persetujuan wali dalam pernikahan.
Perbedaan pandangan antara Syafi“i dan Hanafi ini menjadi menarik untuk
diteliti dan dalam pendlitian ini hanya difokuskan pada bagai mana persetujuan
wali bagi anak perempuan dalam pernikahan. Sebab, Asy-Syafi“i dan
mayoritas ulama madzhab masing-masing meletakkan orang tua dalam urutan
perwalian pada bagian awal. Sedangkan madzhab Hanafi dan para
pengikutnya kurang bahkan tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan,
sehingga ini perlu diperhatikan apakah persetujuan wali dipentingkan, atau
hanya bagian dari salah satu syarat yang sunat hukumnya.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat
judul tentang, “Komparasi pemikiran madzhab Syafi’i dan madzhab
Hanafi terhadap persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan”

. Definsi Opersional

Untuk mengindari kesalahpahaman terhadap judul, maka perlu sekali

adanya definisi operasional yang menjadi pokok bahasan dalam penelitan ini.

Sebagai berikut :



1. Persetujuan Wali

Perestujuan sendiri berarti pernyataan setuju (atau pernyataan
menyetujui), pembenaran (pengesahan, perkenan), persetujuan juga dapat
didefinisikan kata sepakat (antara kedua belah pihak, sesuatu (perjanjian
dan sebagainya) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.*

Wali dalam literatur Figih Islam disebut al-wilayah (% ) atau al-
walayah (4¥4l)) kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk
masdarnya adalah al-wali () dan bentuk jamaknya adalah al-awliya
(Ws ) kata al-wali () juga berarti otoritas atau kekuasaan. Kata wali
menurut bahasa diartikan sebagai orang yang menolong.’* Menurut
bahasa, wali adalah orang yang menurut hukum dapat diserahi kewajiban
untuk mengurus, mengasuh, memelihara, mengawas dan menguasai suatu
persoal an.

Sedangkan menurut istilah, wali adalah pertanggung jawaban
tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang
ada di bawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta
kekayaan.'®Akan tetapi dalam penelitian ini akan berfokus kepada
persetujuan wali bagi anak perempuan dalam pernikahan.

3. Pernikahan
Kata “nikah” secara etimologi berasal dari kata ( ) yang berarti

“kumpul” dan menurut pengertian syara’ nikah bermakna suatu akad yang

“KBBI

“Abdul Hasan Rauf, dkk. Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab; Bahasa Arab-Bahasa
Melayu Cet. IV. Selangor: Penerbit Fajar Bakti, 2006.

13 Syahrizal Abbas, Pemikiran Ulama Daya Aceh, (Jakarta: Prenada, 2007), him175.



didalamnya mengandung beberapa syarat dan rukun.’* Sedangkan
madzhab Syafi’i berpendapat bahwa pernikahan menurut arti hakikinya
berarti akad yang dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki
dengan perempuan. Dan menurut arti maazinya pernikahan berarti
bersetubuh. Selain itu, definis pernikahan berdasarkan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagal suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa dan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria
dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
4. Madzhab Syafi“i

Madzhab Syafi“i, adalah pemikiran figh yang diawali dan

dicetuskan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi<i."’
5. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berasal dari kumpulan pendapat Imam Hanafi
yang diriwayatkan murid-muridnya, antara lain Abu Yusuf dan
Muhammad al- Syaibani serta para pengganti mereka, dan dinamai
dan dinisbahkan kepada mujtahid yang menjadi Imamnya, yaitu Abu
Hanifah al-Nu“man ibn Zuthi, asli dari persia. Lahir di Kufah tahun 80
H/699 M dan wafat tahun 150H/767 M, bersama dengan tahun lahirnya

calon ulama besar, yaitu Imam Syafi“i.'®

¥ Imron Abu Umar , Terjemah Fathul Qorib... him 22.
1> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
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Persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan merupakan
hal yang urgen, anak perempuan akan membutuhkan kehadiran wali saat
melangsungkan pernikahan dan kehadiran wali juga bergantung pada
restu wali kepada anak perempuanya. Keharusan adanya wali adalah
ajaran madzhab Syafi’i dan umat Islam di Indonesia yang sebagian besar
penganut madzhab Syafi’i.

Meskipun umat Islam di Indonesia sebagain besar penganut
madzhab Syafi’i alangkah baiknya juga mengetahui perbedaan pendapat
mengenai persetujuan wali dalam dalam pernikahan yang sebenranya juga
ada perbedaan antara madzhab Syafi’i dan Hanafi. Madzhab Hanafi yang
tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan anak perempuan
belum terlalu familiar di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya
penelitian yang mengangkat tema tentang persetuyjuan wali dalam
pernikahan komparasi pandangan madzhab Syafi’i dan madzhab Hanafi,
agar tidak fenomena seperti, gagal menikah karena tidak mendapatkan
restu dari wali, kawin lari, dan terpaksa menikah karena dijodohkan.
Penelitian tentang persetujuan wali juga penting untuk mengedukasi umat
Islam agar memiliki pemahaman dan menghargai perbedaan pendapat

antar ulama madzhab terutama madzhab Syafi’i dan madzhab hanafi.
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C. Rumusan Masalah
Sesuai dengan gambaran latar belakang masalah di atas, penulis dapat
mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan madzhab Syafi“i dan madzhab Hanafi terhadap
persetujuan wali dalam pernikahan ?
2. Bagamana komparasi pemikiran madzhab Hanafi dan madzhab
Syafi“i tentang persetujuan wali dalam pernikahan ?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan uraian pada latar belakang dan pembatasan masalah
tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut::
1. Tujuan penelitian :
a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat madzhab Syafi“i dan Hanafi
mengenai persetujuan wali dalam pernikahan.
b. Untuk mengetahui bagaimana komparasi pemikiran Madzhab Syafi’i
dan Hanafi terhadap persetujuan wali dalam pernikahan.
c. Untuk mengetahui bagaimana komparasi hasil pemikiran madzhab
Syafi“i dan Hanafi terkait persetujuan wali dalam pernikahan.
2. Manfaat Penelitian
a Manfaat teoritis
Secara yuridis normatif, hasil penelitian ini diharapkan
berguna untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Madzhab

Hanafi dan Madzhab Syafi“i persetujuan wali dalam pernikahan.
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b. Manfaat Akademis, Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan
berguna untuk :

1) Pendlitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai bahan
referenss dan saran pemikiran untuk penelitian-pendlitian
berikutnya terkhusus untuk Jurusan Perbandingan Madzhab
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

2) Penditian ini diharapkan mampu menambah wawasan
keilmuan bagi para pembaca mengena hal yang berkaitan dengan
dasar Hukum yang digunakan Madzhab Syafi“i dan Madzhab
Hanafi tentang persetujuan wali dalam pernikahan.

c. Manfaat Praktis

1) Memperkaya kagian mengenai hukum-hukum syariah yang
berkaitan dengan studi komparasi pendapat para Madzhab.

2) Membantu dalam memberikan pilihan dan alternatif pendapat
tentang persetujuan wali dalam pernikahan.

Dan penulis berharap pendlitian ini dapat menjadi sumbangsih
bagi pasangan yang akan membangun bahtera rumah tangga dan
sebagal bahan literatur bagi pihak-pihak yang memerlukan, dapat
menjadi rujukan bagi yang berminat dan tertarik dalam mengkaji
masalah-masalah yang berkaitan dengan persetujuan wali dalam

pernikahan.
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E. Kajian Pustaka

Untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis mengkaji
beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki beberapa
kesamaan namun penelitian tersebut tetap memiliki beberapa perbedaan
mengenai perihal fikih muamalah baik yang berbentuk buku, laporan
penelitian maupun jurnal yang menjelaskan tentang persoalan ini. Beberapa
penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Amir Syarifudin dalam bukunya yang berjudul Hukum
Perkawinan Islam di Indonesia, yang menjelaskan bahwasan nya menikah
adalah sebagian dari ibadah, juga sebagai perintah Allah dan sunah Rasul.*®
Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khadik Sa’roni dengan judul,
Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Sti Musdah Mulia) yang ditulis oleh
Ahmad Khadik Sa’roni, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga, 2014. Skripsi ini mengemukakan pandangan Siti Musda Mulia yang
membol ehkan seorang wanita menikah tanpawali.

Siti  Musdah Mulia seorang feminis kenamaan yang banyak
mengeluarkan pendapat-pendapat  kontroversial memiliki pemikiran yang
berbeda. Dia berpendapat bahwa, perempuan yang sudah dewasa (kamal al-
ahliyyah) bisa menikahkan dirinya sendiri. Dalam menetapkan pendapatnya

mengenai dibolehkannya perempuan dewasa untuk menikahkan dirinya

®Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: K encana, 2004), him 14.
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sendiri, beliau menyandarkan pendapatnya atas sebagian pendapat Madzhab
Abu Hanifah."

Ketiga,““Analisis Pendapat Madzhab Syafi’i tentang Wali Nikah Bagi
Janda di Bawah Umur Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghufron Fakultas
Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010. Skrips ini menjelaskan tentang
pendapat Madzhab Syafi’i terkait dengan wajib tidaknya wali bagi janda yang
masih di bawah umur. Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa masih
tetap diperlukan adanya wali bagi janda yang masih di bawah umur, karena
menurut penulis itu masih relevan dengan realitas kehidupan masa kini, dan
ternyata berdasar pada hadis Nabi yang berbunyi: tidak diperbolehkan nikah
tanpa adanyawali.’®

Keempat, “Wali Nikah dalam Pandangan KH Husein Muhammad”
(Analisis Kritis Terhadap Pemahaman KH Husein Muhammad dalam Kosep
Wali Nikah)” skripsi yang ditulis oleh Yuldi Hendri Fakultas Syariah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Skrips ini menganalisis pendapat KH
Husein Muhammad terkait dengan wali nikah perempuan dalam komparasi
gender. Skrips ini mempunya kessmpulan KH Husein Muhammad dengan
pendekatan-pendekatan kontektual-substansial melihat adanya perbedaan
antara laki-laki dan perempuan oleh masyarkat, ideologi dan pemikiran-
pemikiran keagamaan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan gender. KH

Husein berpendapat bahwa Perempuan memiliki hak untuk menikahkan

YAhmad Khadik Sa’roni, ,Nikah Tanpa Wali: Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia®,
(Skripsi-UIN Kalijaga, Y ogyakarta, 2014).

BAbdul ghufron, AnalisisPendapat Madzhab Syafi’l tentang Nikah Bagi Janda di Bawah
Umur, (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2010).
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dirinya sendiri maupun menikahkan orang lain, karena syarat bagi seorang
wali adaah kedewasaan, kualitas dan tanggung jawab terhadap yang
diperwalikan. Jenis kelamin tidak menghalangi posisi seseorang menjadi wali
nikah karena tidak ada ayat al-Quran yang secara eksplisit menjelaskan hal
itu, ™

Kelima, “Studi Analisis Tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali
Menurut Pendapat Ahmad Hassan” yang ditulis oleh Rohman Hassby
Tanzilu, mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
Skripsi ini membahas pendapat Ahmad Hassan tentang sahnya wanita
menikah tanpa wali, yang intinya membolehkan wanita gadis menikah tanpa
wali. Keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam
pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan
menikah harus disertai wali. Didalam mempertahankan pendapatnya tersebut,
Ahmad Hassan menggunakan surah al-Bagarah ayat 232 dan hadits dari Abu
Hurairah. Jika diperhatikan metode istinbat hukum yang digunakan Ahmad
Hassan, beliau ternyata menafsirkan surah a-Bagarah ayat 232 sebagal
petunjuk diperbolehkannya wanita menikah tanpa wali.

Pendapat ini tampaknya kurang tepat, karena ayat tersebut bukan
menunjuk pada wanita gadis melainkan pada wanita janda. Kekeliruan yang
lain dari Ahmad Hassan adalah dalam menafsirkn hadis yang diriwayatkan
oleh Abu Hurairah, Hadits ini oleh Ahmad Hassan ditafsirkan sebagai dalil

yang membolehkan wanita menikah tanpawali.

¥yudi Hendri, Wali Nikah dalam Pandangan KH Husein Muhammad: Analisis
KritisT erhadapPemahaman KH Husein Muhammad dalam Konsep Wali, (Skripsi-UIN Sunan
Kalijaga,Y ogyakarta, 2009).
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Padahal hadis ini menunjuk bahwa pada wanita gadis harus ada ijin dari

wali. Lain halnya dengan wanita janda beliau mempunyai kekuasaan untuk

menikah tanpa wali. Hadits di atas mempunyai kedudukan sahih apalagi

muttafagq alaih. Dan menurut mayoritas ulama terutama menurut Madzhab

Syafi’i dan Maliki, bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan

tidak ada perkawinan kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu Perkawinan yang

dilakukan dengan tiadawali hukumnya tidak sah (batal).*

No Nama Judul Persamaan Perbedaan
1. | Amir Syarifudin | Hukum - a) Objek,
Perkawinan Islam Penelitian
di Indonesia b) Tidak
membahas
pendapat
madzhab
Hanafi seperti
yang penulis
teliti.
2. | Ahmad Khadik | Nikah Tanpa Wali | Sama-sama a) Objek,
Sa’roni (Telaah membahas Penelitian
Pemikiran Sti tentang wali | b) Penelitian ini
Musdah Mulia) dalam berfokus pada
pernikahan nikah tanpa
wali komparasi
pemikiran Siti
Musdah Mulia
3. | Abdul Ghufron | Analisis Pendapat | Persamaan a) Objek,
Madzhab Syafi’i | dengan Penelitian
tentang Wali penelitian b) Pendlitian ini
Nikah Bagi Janda | penulis yakni lebih spesifik
di Bawah Umur” | sama-sama membahas
membahas mengenai wali
mengenai pernikahan
pendapat bagi janda di
Madzhab bawah umur

“Rohman Hassby Tanzilu, Sudi Analisis Tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali
Menurut Pendapat Ahmad Hassan ,(Skripsi--UIN Sunan Ampel,Surabaya, 2010).
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Syafi’i terkait

dengan wajib
tidaknyawali
bagi janda
yang masih di
bawah umur.
Y uldi Hendri Wali Nikah dalam | Sama-sama a) Objek,
Pandangan KH membahas Penelitian
Husein mengenai wali | b) Skripsi ini
Muhammad dalam menganalisis
(Analisis Kritis pernikahan pendapat KH
Terhadap Husein
Pemahaman KH Muhammad
Husein terkait dengan
Muhammad wali nikah
dalam Kosep perempuan
Wali Nikah) dalam
komparas
gender.
Rohman Hassby | “Studi Analisis Persamaan a) Objek,
Tanzilu Tentang Sahnya | dengan Penelitian
Wanita Menikah | pendlitan b) Pendlitian ini
Tanpa Wali penulis sama- membahas
Menurut sama pendapat
Pendapat Ahmad | membahas Ahmad Hassan
Hassan” kedudukan tentang sahnya
wali dalam wanita
pernikahn menikah tanpa

wali

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini yang sedang

peneliti tulis berbeda dengan peneliti sebelumnya, sebab masalah yang akan

penulis teliti lebih memfokuskan kepada dasar hukum atau pola pikir ulama

khusunya Madzhab Hanafi dan Syafi’i dalam menetapkan hukum persetujuan

orang tua dalam pernikahan, Dimana terdapat perbedaan pemikiran Madzhab

Hanafi dan Madzhab Syafi’i tentang dasar hukum persetujuan orang tua dalam

pernikahan.
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F. Metodologi Penelitian
Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode
Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu Metode pendekatan yang dipakai
dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau
penelitian hukum doctrinal, vyaitu suatu penelitian hukum yang
mempergunakan sumber data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang
lingkup yang meliputi buku-buku, kitab-kitab sampai pada dokumen-
dokumen.?
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (libary
research) yang bersifat kualitatif. Penelitian yang sumber datanya
diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang memiliki
relevans dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti kemudian
dipelgari, ditelaah dan dikomparasi pendapat Madzhab Syafi“i dan
Madzhab Hanafi tentang persetujuan wali dalam pernikahan.
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi,
yakni dengan cara mengumpulkan dan mempelgjari langsung kitab-kitab
atau buku-buku karya tokoh yang diteliti sebagai sumber data primer,
ditambah dengan penggalian data yang dirujuk dari kitab-kitab dan buku-
buku yang berhubungan dengan pembahasan yang peneliti lakukan. Data

primer yang menjadi rujukan penelitian ini adalah Bidayah al-Mujtahid

%! Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika, 2004, him 24.
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wa Nihayah al-Mugtashid, karangan Ibnu Rusd, kitab-kitab dan buku-
buku yang menyangkut dengan permasalahan peneliti yang kemudian
dikomarasi mengenai pendapat Madzhab Syafi“i dan Madzhab Hanafi
tentang persetujuan wali dalam pernikahan.
3. Sumber Data

Sumber Data Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh.?
Maka sumber data diperoleh dari menelaah data-data yang ada. Sumber
data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data
sekunder.
a Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan
informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang
dibutuhkan dalam penelitian. sumber data primer dapat berupa buku,
Kitab, jurnal dan dokumen-dokumen lainya.

Sumber data primer juga disebutkan apabila sumber data historis
posisinya adalah selaku bahan terpenting dan paling logis dipercaya
bagi peroleh informasi utama untuk sebuah kegiatan penelitian ilmiah.
Daam hal ini sumber primer yang digunakan adalah buku Muhammad
Jawad Al-Mughniyah dengan judul Figh Lima Madzhab, Wahbah az-
zuhali, Figih Islam Wa Adillatuhu dan Ibnu Rusyd, Terjemah Bidyatu’l

Mujtahid.

“suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Bina Aksara,
2002), him 102.
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b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertukis atau hasil wawancara
yang bukan merupakan sumber primerdan sifatnya melengkapi data
yang diperoleh dari sumber primer.

Selanjutnya sumber data sekunder bisa diartikan dengan nomor
urutan kedua lawan dari primer dalam konotasi sebagai urutan kedua
atau posisi sekunder yang biasa disebut sumber data pendamping atau
pendukung.

4. Teknik Analisi Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis, deskripsi-kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan dan
menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh
pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap pendapat Madzhab
Hanafi dan Madzhab Syafi’i tentang persetujuan wali dalam pernikahan.
Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Komparatif,
Teknik analisis komparatif ini  merupakan teknik analisis yang
mengkomparasikan mengenai pemikiran dan pendapat-pendapat Madzhab
Hanafi dan Madzhab Syafi’i tentang persetujuan orang tua dalam

pernikahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka

skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-



21

sub dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika
pembahasan sebagai berikut :

Bab | berisikan Pendahuluan. Pada bab ini berisi: latar belakang
masalah, rumusan masalah, definisi operasiona, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab Il membahas tentang wali pernikahan yang meliputi mengenai
hukum serta syarat-syarat wali, persetujuan orang tua dalam pernikahan,
Sementara itu, bab 111 dari skripsi ini menjelaskan biografi madzhab Syafi dan
madzhab Hanaf .

Bab Il berisi tentang biografi madzhab Syafi’i dan Hanafi, Metode
instinbath hukum, guru dan murid, tokoh-tokoh madzhab Syafi’i dan Kitab-
kitab madzhab Syafi’i.

Bab berikutnya adalah bab 1V yang mengetengahkan analisis
komparatif terhadap pemikiran Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i tentang
persetujuan orang tua dalam pernikahan anak perempuan. Pada bab tersebut
memuat sub bab tentang: analisis dasar hukum madzhab Syafi’i dan Madzhab
Hanafi terhadap persetujuan orang tua dalam pernikahan perempuan,
persamaan dan perbedaan pemikiran madzhab Hanafi dan madzhab Syafi’i
terhadap persetujuan orang tua dalam pernikahan anak perempuan.

Terakhir adalah bab V yaitu penutup berisikan kesimpulan, saran dan

lampiran-lampiran.



BAB 11

WALI PERNIKAHAN

A. Pengertian Wali

Katawali berasal dari bahasa arab yang dalam bentuk masdarnya adalah
Al-wali ( ) dan jamaknya al-awliya WY . kata al-wali juga
diartikan pertolongan. Dalam keilmuan figih perwalian disebut al-walayah
(AY4). Sedangakan secara etimologi wali dapat diartikan orang yang
menolong.*

Makna perwalian menurut Al-quran adalah, rasa cinta dan pertolongan,
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT, dalam surat al-maidah ayat

56 dibawah ini:?
Olall on ol i B 1 sl (2 dlTy g Wgunyy AT Jg2z oo

“Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang
beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama)
Allah tulah yang pasti menang.”

Dapat juga bermakna kekuasaan dan kemampuan kata “Al-waali” yang
berarti pemiliki kekuasaan. Dalam istilah para pakar figih juga memiliki
makna kemampuan untuk langsung bertindak tanpa bergantung kepada izin
seseorang. Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali. Seperti
firman Allah dalam surat a-Bagarah ayat 282 “Hendaklah walinya

mengimlakan dengan jujur” .

'Abdul Hasan Rauf, dkk. Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab; Bahasa Arab-Bahasa
Melayu Cet. IV. Selangor: Penerbit Fajar Bakti, 2006.

“Wahbah az-zuhali, Figih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani,
dkk, Jakarta : Gema Insani, 2011, him 178.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Pada bab ini akan ditarik beberapa kessmpulan mengenai pembahasan
mengenai persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan menurut
madzhab Syafi’i dan madzhab Hanafi, sebagai berikut :

Menurut pandangan Madzhab Syafi'i, persetujuan wali menjadi hal yang
vital, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah, maka
pernikahan atau perkawinan tersebut tidak sah. Yang menjadi alasan tersebut
karena Imam Syafi’i menggunakan hadits ahad yang menyatakan tidak sah
suatu pernikahan kecuali atas izin walinya. Hadits tersebut ialah: “Tidak sah
suatu pernikahan kecuali dengan wali”.

1. Persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan menurut madzhab
Syafi’i dan madzhab Hanafi. Menurut madzhab Syafi’i, perempuan yang
sudah baligh, dewasa maupun yang belum, kuasa akan dirinya masih
berada di bawah naungan orang tua atau dalam hal ini adalah wali.
Bahkan seorang Ayah diperbolehkan memaksa anak perempuannya
menikah meski bukan dengan laki-laki pilihan gadis tersebut. Akan tetapi
jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh
mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Peran dan
perestujuan wali menurut Imam syafi’i berarti mutlak dalam pernikahan.

Sedangkan menurut madzhab Hanafi berhujjah dengan giyas yaitu

apabila perempuan bebas dalam akad jual beli dan akad urusan-urusan

81
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lainnya maka perempuan juga bebas secara mutlak melakukan akad
perkawinan mereka. Karena tidak ada perbedaan antara satu akad dengan
akad yang lainnya. Madzhab Hanafi juga menggunakan nash a-Quran
surat al-Bagarah ayat 232 : “Maka janganlah kamu (para wali)
menghalangi kawin lagi dengan bakal suaminya” Oleh karena itu Imam
Abu Hanifah menganggap wali dalam pernikahan hanya sebagai sunnat.

2. Hasil komparasi madzhab Syafi’i dengan madzhab Hanfi tentang
persetujuan wali dalam pernikahan. Pertama, Persamaan antara madzhab
Syafi’i dengan madzhab Hanfi tentang persetujuan wali dalam pernikahan
yakni, madzhab syafi’i mengharuskan adanya persetujuan wali dalam
pernikahan. Tidak beda dengan madzhab Syafi’i, madzhab Hanafi juga
mensyaratkan adanya persetujuan wali dalam pernikahan dengan catatan
caon pasanganya tidak sekufu. Kedua, perbedaan pandangan kedua
madzhab di atas yaitu : madzhab Syafi’i tidak mensyaratkan adanya
persetujuan wali dalam pernikahan asalkan berstatus sebagai janda.
Berbeda dengan madzhab Hanafi yang tidak mensyaratkan persutujan wali
dalam pernikahan asalkan calon yang dipilih sekufu.

B. Saran
Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam pembahasan
skripsi yang penulis susun, dihubungkan dengan kondisi sekarang, pendapat
madzhab Syaf’i maupun Madzhab Hanafi tidak ada perubahan pada saat itu
sampai saat ini, pendapat kedua madzhab masih relvan dengan kondisi saat

ini. Oleh karenaitu penulis ingin memberikan saran, yaitu:
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1. Sebagai orang tua ketika mempunya anak perempuan yang ingin
menikah, maka berikanlah hak memilih pasangan hidup kepannya, jangan
sampai orang tua merasa paling berhak terhadap anak apalagi sampai
memaksa kehendak. Karena pada dasarnya juga ada perbedaan pendapat
mengenai peresetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan antara
madzhab Syafi’i dan madzhab Hanafi.

2. Jika orang tua mempunyai kehendak untuk menikahkan anak
perempuanya maka tanyakan terlebih dahulu kepada anak/gadis tersebut.
Dan apabila anak perempuan ingin memilih pasangan hidupnya sendiri
maka komunikasikanlah dengan balk ke orang tua agar terjadi
kesepemahaman antara keiinginan anak terhadap orang tua.

3. Perbedaan pendapat merupakan sebuah sunnatulloh hal ini merupakan
khasanah pemikiran Islam yang tidak perlu diperdebatkan, dan perbedaan
pendapat mengenai wali dalam pernikahan anak perempuan dapat menjadi
refrensi bagi penganut madzhab Syafi’i dan madzhab Hanafi.

C. Kata Penutup
Puji syukur atas kuasa, rahmat dan ridho Allah SWT, sehingga penulis
mampu merampungkan penelitiani ini. Penulis menyadari pada penelitian ini
masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dalam segi penulisan
maupun isi pendlitian, hal itu dikarenakan karena keterbatasan ilmu dan
pengetahuan penulis. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran

untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian penulis.
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